
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA 

SALINAN 

 
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA 

NOMOR 20 TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

             WALIKOTA SAMARINDA,   

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor: 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum 

dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil 
Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 
Anggaran 2013, Peraturan menteri keuangan Republik 

Indonesia Nomor: 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum 
dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri 

Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 
Tahun Anggaran 2013  dan Peraturan Peraturan Walikota 
Samarinda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pergeseran Anggaran dalam APBD Kota Samarinda perlu 
dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota 

Nomor 55 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 
     

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);  

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688);  

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851);  

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencaaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4844);  

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 04); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4502);   

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574);      

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575);     

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);   

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4578); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Tahun 2011 Nomor 310);   

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 

508);  

27. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11); 

28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 
(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 10); 

       

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN 

WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2013. 

 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 
55 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf c dan angka 2 huruf a.1 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  

 

 



5 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 

terdiri atas : 

1. Pendapatan:         

a. Pendapatan Asli Daerah  Rp.    246.321.456.000,- 

b. Dana Perimbangan Rp. 1.348.231.188.000,- 

c. Lain-lain Pendapatan  Rp.    801.082.699.209,-  

Daerah yang sah 

                                               Rp.2.395.635.343.209,- 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung  

1) Belanja Pegawai Rp.    912.584.017.889,-        

2) Belanja Bunga Rp.           200.000.000,- 

3) Belanja Hibah Rp.      43.004.820.000,-   

4) Belanja Bantuan Sosial Rp.        1.035.800.000,- 

5) Belanja bantuan keuangan Rp.           988.463.385,-                        
kepada partai politik 

6) Belanja Tidak Terduga Rp.        5.000.000.000,- 

                                              Rp.     962.813.101.283,- 

b. Belanja Langsung  

1) Belanja Pegawai Rp.     304.760.126.425,- 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp.     394.937.971.312,- 

3) Belanja Modal Rp.  1.323.624.144.189,- 

 Rp.  2.023.322.241.926,- 

Jumlah Belanja Rp.  2.826.746.452.000,- 

Surflus/(Defisit)  Rp.   (590.500.000.000,-)    

 

 

3. Pembiayaan         

a. Penerimaan Rp.      594.000.000.000,-  

b. Pengeluaran Rp.          3.500.000.000,- 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp.      590.500.000.000,-  

Sisa Lebih Pembiayaan  Rp.                              0,-            
Tahun Berkenaan       
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah.       

  

  

Ditetapkan di Samarinda 
pada tanggal 30 April 2013 

WALIKOTA SAMARINDA, 

ttd 
 

H. SYAHARIE JA’ANG 
  

 
Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal 30 April 2013        

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 
 

ttd 
 

H. ZULFAKAR NOOR 
 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 20. 

 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Kota Samarinda 
Kepala Bagian Hukum 

 
ttd 

 
   SUPARMI, SH, MH. 

    Nip. 196905121989032009  
 


